ABSTRAK

Transisi energi mendorong percepatan pengembangan pembangkit tenaga listrik
berbasis energi terbarukan dengan dukungan iklim investasi yang menjamin
kepastian hukum serta bankability proyek. Dalam sektor ketenagalistrikan, Power
Purchase Agreement memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang
mengatur hubungan antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer
dalam transaksi jual beli tenaga listrik. Penelitian ini membahas tentang pengaturan
mengenai usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis energi terbarukan di
Indonesia serta implementasi pengaturan Power Purchase Agreement dalam
mendukung investasi langsung pada sektor ketenagalistrikan berbasis energi
terbarukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi
kepustakaan serta didukung dengan data hasil wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai usaha pembangkitan tenaga listrik
berbasis energi terbarukan di Indonesia mendukung transisi energi melalui
kerangka regulasi dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)
Tahun 2025-2034. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi
tantangan berupa keterbatasan infrastruktur transmisi dan ketergantungan pada PT
PLN (Persero) sebagai single offtaker. Pengaturan Power Purchase Agreement
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber
Energi Terbarukan merupakan upaya pemerintah mendorong percepatan
pengembangan energi terbarukan dengan memberikan dasar normatif terhadap
aspek teknis dan komersial.
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